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RINGKASAN 

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) 
merupakan sebuah system yang memberi kebebasan pada SKPD untuk 
menjalankan praktik bisnis  yang sehat dengan tetap memprioritaskan kualitas 
layanan pada masyarakat. Tujuan diadakannya PPK-BLUD adalah untuk 
mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Status BLUD banyak 
diterapkan dilingkungan dinas kesehatan baik puskesmas maupun RSUD, 
salah satunya RSUD Simpang Lima Gumul (SLG) yang berada di bawah 
naungan dinas kesehatan Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis kinerja keuangan RSUD SLG sebelum dan sesudah menerapkan 
PPK-BLUD. Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas beberapa 
rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, rasiolikuiditas, dan rasio 
solvabilitas. Metode penelitian menggunakan menggunakan metode 
kuantitatif komparatif dan pengujian dengan uji paired sample t-test. Hasil 
pengujian statistic menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada kinerja 
keuangan ditinjau dari besaran pendapatan yang diterima RSUD SLG. 
Sedangkan rasio keuangan rumah sakit mengalami peningkatan setelah 
dibandingkan langsung sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD.Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa penerapan PPK-BLUD pada RSUD SLG membawa 
dampak positif terhadap kinerja keuangan rumah sakit. 
 
Kata kunci : PPK-BLUD,rasio keuangan,kinerja keuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 
Rumah sakit merupakan sebuah instansi yang bertujuan untuk 

memberikan jasa layanan kesehatan kepada masyarakat. Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya perbaikan yang harus 

dilakukan oleh rumah sakit mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan yang 

memadai, penyediaan tenaga kesehatan yang handal, serta pelayanan yang 

ramah pada masyarakat. Berdasarkan jenis kepemilikannya, rumah sakit di 

Indonesia dibagi menjadi rumah sakit milik swasta dan rumah sakit milik 

pemerintah daerah. Rumah sakit milik pemerintah daerah lebih tepat 

dikatakan sebagai lembaga non bisnis sehingga kegiatan operasionalnya 

tidak berorientasi pada laba.  

Rumah sakit milik pemerintah daerah menjadi fasilitas kesehatan 

utama yang paling dibutuhkan masyarakat sehingga rumah sakit dituntut 

untuk dapat memberikan layanan kesehatan semaksimal mungkin. Namun, 

birokrasi pemerintahan yang cenderung rumit menjadi salah satu faktor 

yang menyebabkan penurunan kualitas layanan yang diberikan oleh rumah 

sakit umum daerah (RSUD). RSUD sebagai salah satu Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) memiliki ketergantungan yang besar pada 

pemerintah daerah khususnya terkait pengelolaan dana yang digunakan 

sebagai dasar dalam melakukan kegiatan operasional rumah sakit. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2006  tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

Daerah, SKPD wajib melaporkan kinerja layanan dan kinerja keuangan 

kepada pemerintah daerah untuk kemudian di konsolidasikan menjadi 

laporan keuangan daerah. Secara tidak langsung, semua pendapatan yang 

diterima oleh RSUD yang merupakan bagian dari SKPD menjadi milik 

pemerintah daerah dan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Dari 

adanya peraturan tersebut, RSUD mengalami berbagai kesulitan dalam 
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menjalankan kegiatan operasional yang disebabkan oleh terbatasnya 

pengelolaan dana yang dapat dilakukan oleh RSUD.  

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kemudian melakukan 

reformasi pada sistem dan birokrasi agar pemerintah daerah lebih fleksibel 

dalam mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai dengan prinsip otonomi 

daerah yang berlandaskan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Otonomi Daerah.  

Salah satu upaya yang kemudian diambil oleh pemerintah untuk 

memaksimalkan peran RSUD sebagai penyedia jasa layanan kesehatan 

bagi masyarakat adalah dengan menerbitkan PP Nomor 23 tahun 2005 

tentang Pelaksanaan Badan Layanan Umum atau disingkat BLU. Adanya 

peraturan pemerintah tersebut kemudian didukung oleh Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2005 yang sudah 

diperbaharui dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). 

Berdasarkan Permendagri tersebut, SKPD yang berada dibawah naungan 

pemerintah daerah wajib menerapkan PPK-BLUD khususnya pada 

lembaga yang bergerak di bidang jasa layanan kesehatan seperti RSUD 

dan Puskesmas. 

PPK-BLUD merupakan suatu sistem yang memberikan 

fleksibilitas kepada SKPD dalam mengelola keuangannya dengan 

menganut prinsiptransparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan 

kesetaraan kewajaran. Menurut Syahromi, (2020), bentuk fleksibilitas 

yang dimiliki PPK-BLUD antara lain kebebasan dalam mengatur 

penerimaan dan pengeluaran BLUD, kebebasan mengelola utang dan 

piutang, kebebasan melakukan investasi dan penerimaan pembiayaan, 

serta kebebasan dalam melakukan kerjasama. Bentuk kebebasan tersebut 

dibuktikan dengan adanya hak istimewa yang dimiliki oleh RSUD yang 

telah menerapkan PPK-BLUD, dimana RSUD tidak wajib menyetorkan 

pendapatannya ke kas daerah dan memanfaatkan pendapatan tersebut 

dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas layanan pada 

masyarakat. Hadirnya sistem PPK-BLUD menjadi salah satu bentuk 
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reformasi ekonomi pada birokrasi yang menitikberatkan pada sistem 

perencanaan anggaran yang sebelumnya berupa penganggaran tradisional 

menuju penganggaran berbasis kinerja sehingga pemanfaatan dana 

anggaran menjadi lebih efisien serta berorientasi pada hasil.  

Menurut Susandi (2017) yang telah melakukan penelitian pada 

RSUD Kabupaten Klungkung memberikan kesimpulan bahwa tidak ada 

peningkatan kinerja keuangan pada RSUD Kabupaten Klungkung setelah 

menerapkan PPK-BLUD. Hal ini disebabkan karena pihak manajemen 

rumah sakit tidak melaksanakan secara optimal peraturan  yang ditetapkan 

oleh pemerintah tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah. Hal ini terlihat dari penentuan tarif yang belum 

menggunakan satuan per unit. Selain itu, RSUD tidak melakukan 

optimalisasi pendapatan jasa layanan yang mengakibatkan tidak adanya 

penambahan jumlah pendapatan secara signifikan. 

Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Chrishartoyo (2017) 

pada RSUD Moewardi Solo justru menyatakan sebaliknya bahwa 

penerapan PPK-BLUD memberikan pengaruh positif pada rasio-rasio 

keuangan RSUD. Pendapatan yang diterima RSUD Moewardi Solo juga 

mengalami peningkatan yang signifikan serta RSUD mampu 

memanfaatkan aset lancar dengan lebih baik yang dibuktikan dengan 

perputaran piutang yang lebih cepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

penerapan PPK-BLUD pada RSUD Moewardi Solo dapat meningkatkan 

kinerja keuangan RSUD. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat 

beberapa hasil penelitian yang cukup bertolak belakang sehingga 

mendorong peneliti untuk melakukan pengamatan pada RSUD yang sudah 

berstatus BLUD diluar wilayah yang telah dilakukan penelitian 

sebelumnya. Rumah sakit yang dipilih sebagai obyek pada penelitian ini 

adalah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul. RSUD 

Simpang Lima Gumul atau RSUD SLG yang terletak di Desa Tugurejo 

Kecamatan Ngasem merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten 

Kediri yang terbilang masih baru. Dibangun pada tahun 2011 dan selesai 
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pada tahun 2016, RSUD SLG resmi beroperasi pada tahun 2018. RSUD 

SLG menjadi salah satu dari 2 RSUD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten 

Kediri yang menjadi penyedia jasa layanan kesehatan bagi masyarakat 

Kabupaten Kediri bagian selatan meliputi Kecamatan Ngasem, Kecamatan 

Gurah, Kecamatan Wates, dan sekitarnya. Meski demikian, kinerja rumah 

sakit sudah terlihat optimal di tahun-tahun awal beroperasi. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai serta jumlah 

pasien yang cukup besar berdasarkan data tahunan rumah sakit. Tujuan 

pemerintah menyediakan fasilitas layanan kesehatan terpadu bagi 

masyarakat Kabupaten Kediri diwujudkan melalui penetapan BLUD pada 

RSUD SLG. Sejak diresmikan dan menjadi rumah sakit kelas C, RSUD 

SLG kini sudah menerapkan PPK-BLUD. Status BLUD disandang oleh 

RSUD SLG sejak diresmikan tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Kediri 

nomor 188.45/ 452/ 418.08/ 2018.Meski demikian penerapan PPK-BLUD 

di RSUD SLG baru disahkan dua tahun kemudian tepatnya di tahun 2020 

melalui Surat Keputusan Bupati Kediri nomor 188.45/11/418.08/2020. 

Perjalanan RSUD SLG sebelum penerapan PPK-BLUD yang hanya satu 

tahun di awal masa beroperasi menarik minat peneliti untuk melakukan 

penelitian terkait perbedaan kinerja keuangan rumah sakit sebelum dan 

sesudah penerapan PPK-BLUD.  

Mengingat tujuan pembentukan sistem PPK-BLUD ini untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada RSUD yang ditinjau dari 

berbagai aspek salah satunya aspek keuangan, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan pengamatan guna membuktikan apakah tujuan pembentukan 

PPK BLUD ini sudah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan saat 

ini. Aspek keuangan menjadi obyek yang diteliti karena PPK-BLUD 

berkaitan dengan adanya fleksibilitas yang dimiliki RSUD dalam 

mengelola keuangannya, sehingga kinerja keuangan menjadi objek utama 

yang diteliti untuk menunjukkan pengaruh fleksibilitas yang dimiliki 

RSUD 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka perlu menerapkan 

pembatasan yang terdiri dari: 

1. Penggunaan data keuangan terdiri dadi 2 tahun sebelum penerapan 

PPK-BLUD dan 2 tahun sesudah penerapa PPK-BLUD 

2. Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas yang terdiri dari ROA, dan 

ROE, Rasio likuiditas yang terdiri dari quick ratio dan current ratio, serta 

rasio solvabilitas yang terdiri dari debt to equity ratio dan debt to assets ratio 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, batasan masalah, dan identifikasi 

masalah tersebut, maka masalah yang akan dikaji pada penelitian ini 

berupa: 

1. Bagaimana kinerja keuangan RSUD SLG ditinjau dari rasio 

profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD? 

2. Bagaimana kinerja keuangan RSUD SLG ditinjau dari rasio likuiditas 

sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD? 

3. Bagaimana kinerja keuangan RSUD SLG ditinjau dari rasio solvabilitas 

sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD? 

4. Bagaimana kinerja keuangan RSUD SLG ditinjau dari realisasi 

pendapatan sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD? 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan rasio profitabilitas 

RSUD SLG sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan rasio likuiditas RSUD 

SLG sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD  

3. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan rasio solvabilitas RSUD 

SLG sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD 

4. Untuk menguji dampak dari penerapan PPK-BLUD pada RSUD SLG 

terhadap kinerja keuangan ditinjau dari realisasi pendapatan 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan mampu 

memberikan sumbangsih pemikiran terhadap permasalah yang berkaitan 

dengan kinerja keuangan SKPD khususya RSUD yang menerapkan PPK 

BLUD. Sehingga nantinya bagi RSUD lain dapat dijadikan referensi 

dalam menerapkan PPK BLUD agar mendapat manfaat sebagaimana 

mestinya 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah 

wawasan khususnya terkait PPK-BLUD dan kinerja keuangan SKPD 

khususnya RSUD setelah menerapkan PPK-BLUD. Selain itu, hasil 

penelitian ini dapat pula digunakan sebagai sumber referensi pada 

penelitian dengan topik sejenis. 

F. Luaran Penelitian 

1. Informasi ilmiah hasil penelitian ini akan disebarluaskan dengan 

dipublikasikan pada jurnal Perspektif Akuntansi ISSN : 2623-0194 

(Print), 2623-0186 (Online), terindek SINTA 4 

2. Laporan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan RSUD 

Simpang Lima Gumul Sebelum dan Sesudah Penerapan PPK-BLUD. 
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